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Salinan P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama dalam sidang  Majelis  Hakim telah  menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat/tangal  lahir  Jakarta/20  November  1982,  umur  39  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Pegawai  Swasta,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Jakarta/19 November 1981, umur 40 tahun, agama

Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman

di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  06

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

register  perkara  Nomor  168/Pdt.G/2022/PA.Cbn  tanggal  07  Januari  2022,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana  sesuai  dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 06 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan belum di karuniai anak;
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3. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

 Sejak  2012  Tergugat  mulai  berubah  sikap  yaitu  pulang  kerumah

dalam

 keadaan mabuk karena minuman keras.

 Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dari aroma mulut dan

keliatan dari wajah nya

 Tergugat sering mabuk-mabukan dan emnggunakan narkoba

 Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  2015

dari semenjak menikah 2010 suami sering pulang lewat tengah malam,

dan dalam waktu 3 tahun belakangan ini sering tidak pulang tanpa ada

kabar.  suami  pun  sering  berbohong.  serta  tidak  bisa  memenuhi

kehidupan rumah tangga dalam memberikan nafkah.;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  prinsip  untuk  bercerai

karena  Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  lagi  untuk

menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada

expedisidengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika

terjadi  perceraian  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk

membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 dan mut’ah

berupa uang sejumlah   Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

nafkah  iddah  dan  mut’ah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta

Cerai  atas nama Tergugat  sampai  dengan Tergugat memenuhi  tuntutan

Penggugat;

6. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Cibinong
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kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000;

3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 0;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-

anak yang bernama:

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

ketiga anak tersebut;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat  hadir  sendiri  di  persidangan sedangkan  Tergugat  tidak  hadir

dipersidangan, meskipun telah  Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut

sebagaimana  tertera  dalam  surat  gugatan Penggugat  dan  menurut  relaas

panggilan  Nomor  168/Pdt.G/2022/PA.Cbn,  namun  tergugat  tidak  hadir  dalam

persidangan;
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Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah tidak

hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan

sebagai  wakilnya  meskipun  Pengadilan  telah  memerintahkan  Tergugat  secara

langsung tanggal 21 Januari 2022 untuk hadir di persidangan dan Tergugat  telah

dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas

panggilan secara elektronik yang dikirim pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua

yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  harus  dianggap  telah

termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan Penggugat  hadir  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak hadir  di

depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selanjutnya tidak pernah hadir

lagi  di  depan persidangan,  meskipun telah diperntahkan secara langsung oleh

Majelis Hakim di depan persidangan dan sudah di panggil secara resmi dan patut

oleh Pengadilan Agama Cibinong melalui elektronik, maka Penggugat dinyatakan

tidak  sungguh-sunggup  menyelesaikan  perkaranya,  oleh  karena  itu  harus

dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3

Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang

berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  

2. Membebankan kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp. 460000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Cibinong pada hari  Jumat tanggal  04 Februari 2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal  2  Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra.  Hj.  Eni  Zulaini   sebagai

Ketua Majelis,  Drs. H. Abid, M.H. dan  Dra. Tuti Gantini  masing-masing sebagai

Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam  sidang

terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  Hakim Anggota  tersebut  dan

dibantu  oleh  Abdullah  Asad,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  tanpa  dihadiri

Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Abid, M.H. Dra. Hj. Eni Zulaini

Ttd.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,-
-  Biaya Proses : Rp 60.000,-
-  Panggilan : Rp 330.000,-
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
-  Redaksi : Rp 10.000,-
-  Meterai : Rp               10.000,-  
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J u m l a h : Rp 460.000,-
(empat ratus enam puluh ribu rupiah);
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